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Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Penguijian materiil Pasal 169 huruf g UU 7/2017 terhadap UUD 1945

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 169 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling
rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai
“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang
menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk
pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf g Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh)
tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui
pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.

Senin, 16 Oktober 2023.

Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia dan dibuktikan dengan kepemilikan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang memiliki kualifikasi sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum
Universitas Surakarta (UNSA) dan bercita-cita ingin menjadi Presiden dan Wakil Presiden serta
memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan/atau dipilih sebagai calon Presiden
serta calon Wakil Presiden. Pemohon menerangkan dengan diberlakukannya ketentuan norma
Pasal 169 huruf g UU 7/2017, menimbulkan diskriminasi terhadap Pemohon, dan secara nyata
merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana termuat dalam ketentuan
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena melanggar hak konstitusional Pemohon untuk dipilih dan
memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang berusia di bawah 40
(empat puluh) tahun pada pemilu tahun 2024. Selain itu, dengan diberlakukannya ketentuan



norma Pasal 169 huruf g UU 7/2017, merugikan hak konstitusional Pemohon dalam rangka
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana termuat dalam
ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah
permohonan untuk menguiji konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf g UU 7/2017 terhadap UUD
1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal
hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-
undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf g UU 7/2017. Anggapan kerugian
hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024,
sehingga menurut Mahkamah setidak-tidaknya potensial dapat terjadi. Dengan demikian,
anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-
akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.
Apabila permohonan a quo dikabulkan, kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak
akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas
norma yang didalilkkan, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk
bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo;

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan mendasarkan pada Pasal
54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar
keterangan pihak-pihak sebagaimana dalam Pasal 54 UU MK;

Pokok Permohonan

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa
bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah
selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon,
sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara, masalah konstitusional
yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah penambahan syarat alternatif “atau
berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”
pada norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, sebagaimana tercantum dalam petitum
permohonan a quo, bertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana didalilikan Pemohon,
kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan berdasarkan kedaulatan rakyat mempunyai
kesempatan yang sama dalam berpartisipasi pada pelaksanaan pemilihan umum Presiden
dan Wakil Presiden secara demokratis;

2. bahwa meskipun persoalan isu konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 a quo,
telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan-putusan sebagaimana telah diucapkan
sebelumnya. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan
isu konstitusionalitas ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 a quo, setelah dicermati
isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara-perkara dimaksud
telah ternyata ada perbedaan yang amat mendasar dan fundamental berkaitan dengan
substansi atau isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh masing-masing Pemohon,
sebagaimana yang tercermin dalam masing-masing petitum permohonannya. Terhadap
fakta hukum tersebut, setelah dicermati lebih lanjut telah ternyata dari ke-tiga permohonan
yang telah diputus sebelumnya, vyaitu Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor
51/PUU-XX1/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 adalah tidak berkaitan secara
langsung dengan permohonan untuk memaknai ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU
712017 yang dikaitkan dengan jenis jabatan yang dapat dikategorikan dalam rumpun jabatan
yang dipilih melalui pemilihan umum, sebagaimana yang secara tegas dimohonkan dalam
petitum permohonan a quo. Meskipun dalam petitum permohonan perkara Nomor 51/PUU-
XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 para Pemohon dalam petitumnya meminta
yang pada pokoknya memohon antara lain, agar ketentuan norma Pasal 169 huruf g UU
7/2017 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia
paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Negara”.
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Terhadap  petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan
mengandung makna yang bersifat “ambiguitas” dikarenakan sifat jabatan sebagai
penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara
diangkat/ditunjuk maupun dipilih melalui pemilihan umum, hal ini berbeda dengan yang
secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo, di mana Pemohon memohon
ketentuan norma Pasal 169 huruf g UU 7/2017 dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun
atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota”. Selanjutnya, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dan oleh
karena jenis jabatan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam kategori
rumpun jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum adalah merupakan jenis jabatan yang
memberikan keleluasaan penilaian akan kapabilitas seseorang yang akan dipilih adalah
menjadi pilihan yang bersifat absolut bagi pemilihnya untuk menentukan, serta mencermati
petitum Pemohon dalam permohonan a quo, amat relevan dan secara tegas berkaitan
dengan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana jabatan Presiden dan
Wakil Presiden, maka dengan mendasarkan pertimbangan hukum tersebut, terhadap
perkara a quo Mahkamah berpendirian untuk memberikan pertimbangan hukum yang lebih
elaboratif di dalam menilai isu konstitusionalitas terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf
g UU 7/2017 sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam perkara a quo. Di samping
pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap permohonan a quo setelah dicermati
ternyata juga memiliki alasan permohonan yang berbeda, yaitu berkenaan dengan adanya
isu kesamaan karakteristik jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu, namun bukan
semata-mata isu terkait jabatan penyelenggara negara semata (an sich) melainkan adanya
isu syarat alternatif bagi kepala daerah. Sehingga, menurut Mahkamah, tidak terdapat
contradictio in terminis dalam memahami jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilihan
umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya, bukan soal perbedaan ruang lingkup dan
tanggung jawab yang berbeda karena hal tersebut memang sejatinya berbeda satu sama
lain, namun fokus isu yang hendak dinilai adalah dalam kaitan syarat usia minimal untuk
menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak hanya berpatokan pada norma a quo
semata, akan tetapi lebih kepada bobot substansial daripada sekadar norma yang bersifat
formal semata. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-
dalil Pemohon;

Bahwa berkenaan dengan open legal policy terhadap Pasal 169 huruf g UU 7/2017, menurut
Mahkamah, pada dasarnya Mahkamah dapat berubah pendiriannya dalam menilai isu
konstitusionalitas suatu perkara yang diperiksa dan diadili selama terdapat alasan yang
mendasar termasuk dalam perkara a quo, jika Mahkamah berpendapat lain terkait dengan
syarat usia pemilih dan yang dipilih, in casu batas usia bagi calon Presiden dan Wakil
Presiden apabila terdapat alasan yang mendasar dalam perkembangan ketatanegaraan.
Selain itu, berkaitan dengan kebijakan hukum (legal policy atau open legal policy) terkait
batas usia, Mahkamah dalam beberapa putusan yang berkaitan dengan legal policy
acapkali berpendirian bahwa legal policy dapat saja dikesampingkan apabila melanggar
prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Demikian juga sepanjang
pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-
undang, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, serta tidak nyata-nyata
bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian dapat dinyatakan
inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah. Selain itu, norma yang
berkaitan dengan legal policy adalah sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam
Konstitusi karena jika diatur secara tegas dalam konstitusi, maka undang-undang tidak
boleh mengatur norma yang berbeda dengan norma konstitusi. Dalam beberapa putusan
terakhir, Mahkamah memberikan tafsir ulang dan mengesampingkan open legal policy
seperti dalam perkara yang terkait batas usia pensiun dan batas usia minimum bagi
penyelenggara negara karena dipandang oleh Mahkamah norma yang dimohonkan
pengujiannya dinilai melanggar salah satu prinsip untuk dapat mengesampingkan atau
mengabaikan open legal policy seperti pelanggaran terhadap prinsip moralitas, rasionalitas,
dan ketidakadilan yang intolerable, tidak melampaui kewenangan, tidak merupakan
penyalahgunaan wewenang, dan/atau bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana
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terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam pengujian
usia minimal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga pada pokoknya dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 tentang pengujian batas usia
pensiun bagi jaksa, dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022
tentang pengujian batas usia pensiun Panitera di Mahkamah Konstitusi. Apalagi, baik DPR
maupun Presiden selaku pemberi keterangan dalam sidang Perkara Nomor 29/PUU-
XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI1/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 (tanpa
bermaksud menilai perkara pada masing-masing nomor perkara tersebut), pada pokoknya
fakta hukum dalam persidangan dimaksud menunjukan bahwa DPR dan Pemerintah telah
menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memutus terkait pasal a quo (Pasal
169 huruf g UU 7/2017) [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 29/PUU-XXI1/2023; Perkara
Nomor 51/PUU-XXI1/2023; Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, bertanggal 1 Agustus 2023,
him. 8 dan him. 13], sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Mahkamah harus menilai
dan mengadili norma yang dipersoalkan oleh pemohon berdasarkan hukum, konstitusi dan
keadilan, termasuk di dalamnya berdasarkan Pancasila, UUD 1945, prinsip keadilan dan
hak asasi manusia (HAM);

Bahwa pada dasarnya tidak salah anggapan beberapa sarjana hukum yang menilai bahwa
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negative legislator, bukanlah lembaga pembentuk
undang-undang. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru jika Mahkamah Konstitusi
disebut negative legislator. Namun, Mahkamah dapat saja beranjak dari posisi negative
legislator dan memberi pesan (judicial order), pemaknaan baru, bahkan mengubah norma
sekalipun yang dimintakan pengujian oleh warga negara yang hak konstitusionalnya
dirugikan dengan berlakunya norma dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi akan
beranjak dan mengambil langkah judisial apabila Mahkamah menilai norma dalam undang-
undang melanggar konstitusi dan/atau keadilan, in casu Pancasila, konstitusi, prinsip
keadilan, dan HAM. Meskipun demikian, tidak menjadikan Mahkamah serta merta atau
dengan mudah menganulir norma yang telah berlaku, jelas, dan pasti. Mahkamah selalu
berhati-hati dan senantiasa profesional dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah
perkara. Memperlakukan setiap perkara sama dengan memahami karakteristik masing-
masing perkara yang sama atau tidak sama. Mahkamah akan bereaksi dan memutus suatu
isu konstitusional jika terdapat norma, frasa, pasal, ayat, atau bagian undang-undang yang
mencederai Pancasila, konstitusi, prinsip keadilan, dan/atau HAM guna meneguhkan
Mahkamah sebagai penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of the constitution);
Bahwa dalam konteks usia kepala pemerintahan di negara-negara dengan sistem
parlementer, terdapat pula Perdana Menteri yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun
ketika dilantik/menjabat yaitu di antaranya Leo Varadkar Perdana Menteri Irlandia yang
diangkat di usia 38 tahun, Dritan Abazovic Perdana Menteri Montenegro diangkat di usia 37
tahun, Sanna Marin Perdana Menteri Finlandia diangkat di usia 34 tahun, Jacinda Ardern
Perdana Menteri New Zealand diangkat di usia 37 tahun, dan bahkan Sebastian Kurz yang
diangkat menjadi Kanselir Austria di usia 31 tahun, serta negara dengan sistem monarki
seperti Arab Saudi yang dipimpin oleh Pangeran Mohammed bin Salman yang diangkat
pada usia 37 tahun. Artinya, secara komparatif dengan negara lain, tidak sedikit Presiden
atau Wakil Presiden, dan Perdana Menteri yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun
ketika dilantik/menjabat. Seluruh data/informasi di atas, menunjukkan bahwa tren
kepemimpinan global semakin cenderung ke usia yang lebih muda (younger). Dengan
demikian, dalam batas penalaran yang wajar, secara rasional, usia di bawah 40 (empat
puluh) tahun dapat saja, incertus tamen, menduduki jabatan baik sebagai Presiden maupun
Wakil Presiden sepanjang memenuhi kualifikasi tertentu yang sederajat/setara;

Bahwa berkenaan dengan apakah seseorang yang dipilih dalam pilkada (gubernur, bupati,
dan walikota) termasuk dalam kategori “sepanjang memiliki pengalaman sebagai pejabat
negara yang dipilih melalui pemilu®, menurut Mahkamah penting untuk melihat kembali
sejarah masuknya pilkada ke dalam rezim pemilu. Pada awalnya, sengketa atas hasil
perselisihan hasil Pilkada adalah wewenang Mahkamah Agung yang kemudian dialihkan
kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 072-073/PUU-II/2004. Selanjutnya, pada tahun 2013 melalui Putusan Mahkamah
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Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah mengatakan bahwa Mahkamah tidak
berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada. Hal itu disebabkan karena
Mahkamah menilai rezim pemilu dengan pilkada adalah dua hal yang berbeda. Akan tetapi
untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian, dan agar tidak terjadinya kevakuman
lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil sengketa Pilkada serta belum
terdapat undang-undang yang mengatur hal tersebut maka, penyelesaian perselisihan hasil
sengketa Pilkada tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam
perkembangannya, terkait perbedaan antara kedua rezim pemilihan di atas, melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020, sebagaimana dimuat pada Sub-
paragraf [3.15.1]. Selanjutnya, berkenaan dengan “kewenangan penyelesaian perselisihan
hasil sengketa Pilkada”, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022,
sebagaimana dimuat pada Paragraf [3.20] dan Paragraf [3.21];

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas bahwa kewenangan untuk
mengadili perselisihan hasil sengketa Pilkada menjadi kewenangan tetap Mahkamah
Konstitusi. Sementara, badan peradilan khusus yang semula direncanakan untuk
menyelesaikan sengketa pilkada menjadi tidak relevan lagi untuk dibentuk. Sehingga, terjadi
pergeseran rezim penanganan penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan
walikota dari sebelumnya merupakan rezim pilkada menjadi rezim pemilu. Andaipun
sekiranya ada pemikiran dari kalangan di masyarakat yang masih berfikir memisahkan
pemilu dengan pilkada, -quod non-, maka baik pemilu maupun pilkada adalah bagian dari
ruang lingkup pengertian pemilu. Oleh karena itu, pilkada telah menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari rezim pemilu. Oleh karena itu, dalam perkara a quo, nomenklatur yang
digunakan untuk pemilu adalah termasuk pilkada. Dengan demikian, pemilihan umum
(pemilu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 serta Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 85/PUU-XX/2022, terdiri atas: (1) pemilihan anggota DPR; (2) pemilihan anggota
DPD; (3) pemilihan presiden dan wakil presiden; (4) pemilihan anggota DPRD; (5) pemilihan
gubernur dan wakil gubernur; (6) pemilihan bupati dan wakil bupati; dan (7) pemilihan
walikota dan wakil walikota. Dalam perkara a quo, penting bagi Mahkamah untuk
menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) adalah
termasuk dalam pemilihan umum;

Bahwa mengingat batas usia ini tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945, namun dengan
melihat praktik di berbagai negara memungkinkan presiden dan wakil presiden atau kepala
negara/pemerintahan dipercayakan kepada sosok/figur yang berusia di bawah 40 tahun.
Sehingga, guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda atau
generasi milenial untuk dapat berkiprah dalam konstestasi pemilu untuk dicalonkan menjadi
presiden atau wakil presiden, maka menurut batas penalaran yang wajar, memberi
pemaknaan terhadap batas usia tidak hanya secara tunggal namun seyogianya
mengakomodir syarat lain yang disetarakan dengan usia yang dapat menunjukkan
kelayakan dan kapasitas seseorang untuk dapat turut serta dalam kontestasi sebagai calon
Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi karena
membuka peluang putera puteri terbaik bangsa untuk lebih dini berkontestasi dalam
pencalonan, in casu sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih, jika syarat Presiden
dan Wakil Presiden tidak dilekatkan pada syarat usia namun diletakkan pada syarat
pengalaman pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (elected
officials). Sehingga, tokoh/figur tersebut dapat saja, dikatakan telah memenuhi syarat
derajat minimal kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience)
karena terbukti pernah mendapat kepercayaan masyarakat, publik atau kepercayaan
negara. Pentingnya generasi muda ikut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa dan
bernegara termasuk juga mendapatkan kesempatan menduduki jabatan publik, in casu
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak saja sejalan dengan kebutuhan masyarakat dewasa
ini tapi juga merupakan konsekuensi logis dari bonus demografis yang dimiliki bangsa
Indonesia. Setidak-tidaknya, keberadaan sumber daya generasi muda tidak terhalangi oleh
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10.

sistem yang berlaku dalam kontestasi menuju pemilihan umum sebagai sarana demokrasi
untuk mendapatkan pemimpin nasional. Figur generasi muda yang berpengalaman dalam
jabatan elected officials sudah sepantasnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam
pemerintahan tanpa memandang batas usia minimal lagi. Andaipun jabatan elected officials
dicantumkan secara tegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, selain tidak dapat
dikatakan bahwa norma jabatan elected officials dimaksud adalah inkonstitusional juga tentu
saja tidak merugikan kandidasi bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia 40
tahun ke atas. Bahkan, pembatasan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden 40
tahun semata (an sich), menurut Mahkamah merupakan wujud perlakuan yang tidak
proporsional sehingga bermuara pada terkuaknya ketidakadilan yang intolerable.
Ketidakadilan yang intolerable dimaksud karena pembatasan demikian tidak hanya
merugikan dan bahkan menghilangkan kesempatan bagi figur/sosok generasi muda yang
terbukti pernah terpilih dalam pemilu, artinya terbukti pernah mendapat kepercayaan
masyarakat dalam pemilu yang pernah diikuti sebelumnya, seperti dalam pemilihan kepala
daerah. Ihwal demikian, tentu saja menghalangi pejabat yang dipilih melalui pemilu (elected
officials) untuk ikut berkontestasi sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden yang
merupakan rumpun yang sama dengan jabatan elected officials lainnya. Pembatasan usia
yang hanya diletakkan pada usia tertentu tanpa dibuka syarat alternatif yang setara
merupakan wujud ketidakadilan yang intolerable dalam kontestasi pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden. Oleh karena, kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) dan jabatan
elected officials dalam pemilu legislatif (anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD)
yang pernah/sedang menjabat sudah sepantasnya dipandang memiliki kelayakan dan
kapasitas sebagai calon pemimpin nasional. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di
atas, menurut Mahkamah, pada prinsipnya syarat usia dalam kandidasi Presiden dan WakKil
Presiden harus memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give
opportunity and abolish restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel;

Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih (right to
vote), dan seharusnya juga memiliki hak untuk dipilih (right to be candidate), termasuk hak
untuk dipilih dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pandangan demikian ini tidak
salah, sesuai logika hukum dan tidak bertentangan dengan konstitusi, bahkan juga sejalan
dengan pendapat sebagian kalangan yang berkembang dalam masyarakat. Apabila logika
ini digunakan maka sudah barang tentu setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih
(right to vote) dapat menggunakan kesempatan untuk diajukan menjadi calon Presiden dan
Wakil Presiden dalam usia yang relatif muda dan selanjutnya menyerahkan pada preferensi
parpol atau gabungan parpol untuk mengajukannya. Menurut mahkamah, ihwal ini
dipandang riskan apabila calon Presiden dan Wakil Presiden hanya diletakkan pada
kepemilikan hak pilih semata karena meskipun tidak salah dari sudut pandang konstitusi,
namun tidak adil dari segi kepercayaan publik karena sosok/figur tersebut belum
membuktikan diri pernah terlibat dalam suatu kontestasi pemilu. Artinya, tidak adil jika calon
yang diajukan belum pernah mendapat kepercayaan rakyat untuk menduduki jabatan yang
dipilih melalui pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dari segi usia,
untuk diajukan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya didasarkan pada
pembatasan usia dalam makna satuan angka/kuantitatif (an-sich), tetapi juga harus diberi
ruang alternatif usia yang bersifat kualitatif berupa pengalaman pernah/sedang menduduki
jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Terpenuhinya syarat alternatif demikian
menunjukkan figur yang telah pernah dipilih oleh rakyat yang didasarkan pada kehendak
rakyat (the will of the people), dipandang telah memenuhi prinsip minimum degree of
maturity and experience serta sejalan dengan prinsip memberikan kesempatan dan
menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara adil, rasional
dan akuntabel;

Bahwa pengalaman yang dimiliki oleh pejabat negara baik di lingkungan eksekutif, legislatif,
maupun yudikatif tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam proses pemilihan umum.
Pengisian jabatan publik in casu Presiden dan Wakil Presiden perlu melibatkan partisipasi
dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman. Dalam kaitannya dengan
pelaksanaan dan pengawasan kebijakan nasional, terdapat jabatan publik yang syarat usia
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pencalonannya 40 tahun (Presiden dan Wakil Presiden) dan di bawah 40 (empat puluh)
tahun yang sama-sama dipilih melalui pemilu seperti jabatan Gubernur (30 tahun), Bupati,
dan Walikota (25 tahun), serta anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD (21 tahun).
Namun demikian, terkait dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden meskipun juga dipilih
melalui pemilu, namun karena terkait usia calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan
bagian dari yang dimintakan pengujian konstitusionalitasnya, maka jabatan Presiden dan
Wakil Presiden menurut batas penalaran yang wajar kurang relevan untuk disangkutpautkan
dengan hanya syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, Presiden dan WakKil
Presiden yang pernah terpilih melalui pemilu dengan sendirinya seyogianya telah memenuhi
syarat usia untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam rangka mewujudkan
partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa
pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD,
Gubernur, Bupati, dan Walikota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi
pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam
pemilihan umum meskipun berusia di bawah 40 tahun. Artinya, jabatan-jabatan tersebut
merupakan jabatan publik dan terlebih lagi merupakan jabatan hasil pemilu yang tentu saja
didasarkan pada kehendak rakyat (the will of the people) karena dipilih secara demokratis.
Pembatasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun semata (an sich) tidak saja menghambat
atau menghalangi perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan
nasional, tapi juga berpotensi mendegradasi peluang tokoh/figur generasi milenial yang
menjadi dambaan generasi muda, semua anak bangsa yang seusia generasi milenial.
Artinya, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang
dipilih melalui pemilu (elected officials) seyogianya dapat berpartisipasi dalam kontestasi
calon Presiden dan Wakil Presiden. Jabatan-jabatan dimaksud merupakan jabatan yang
bersifat elected officials, sehingga dalam batas penalaran yang wajar pejabat yang
menduduki atau pernah menduduki jabatan elected officials sesungguhnya telah teruji dan
telah diakui serta terbukti pernah mendapatkan kepercayaan dan legitimasi rakyat, sehingga
figur/orang tersebut diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik in
casu presiden atau wakil presiden. Menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (elected
officials), artinya tidak lagi diukur dari lamanya menjabat, tetapi figur dimaksud pernah atau
sedang menduduki jabatan sebagai pejabat elected officials yang dapat dibuktikan dengan
surat keputusan pengangkatan atau pelantikan dalam jabatan dimaksud yang didasarkan
pada hasil pemilu. Selanjutnya, apabila dilihat dari sisi rasionalitas, menurut Mahkamah,
penentuan batas usia minimal 40 tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden bukan
berarti tidak rasional, namun tidak memenuhi rasionalitas yang elegan karena berapapun
usia yang dicantumkan akan selalu bersifat debatable sesuai ukuran perkembangan dan
kebutuhan zaman masing-masing, sehingga penentuan batas usia bagi calon Presiden dan
Wakil Presiden selain diletakkan pada batas usia (40 tahun), penting bagi Mahkamah untuk
memberikan pemaknaan yang tidak saja bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif sehingga
perlu diberikan norma alternatif yang mencakup syarat pengalaman atau keterpilihan
melalui proses demokratis yaitu pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui
pemilu (elected officials), tidak termasuk pejabat yang ditunjuk (appointed officials) seperti
penjabat atau pelaksana tugas dalam jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum dimaksud,
karena jabatan appointed officials dimaksud tidaklah didasarkan pada jabatan yang dipilih
melalui pemilu. Sedangkan, bagi figur tertentu atau pejabat publik yang memiliki kapasitas
menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, namun tidak pernah menduduki jabatan yang
dipilih melalui pemilu, maka figur tersebut memenuhi syarat usia jika telah berusia 40 tahun.
Sehingga, menyandingkan usia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai pejabat negara
yang dipilih melalui pemilu seperti Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota
DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota memenuhi unsur rasionalitas yang
berkeadilan. Dengan demikian, dalam konteks kelayakan dan kepantasan menjadi calon
Presiden dan Wakil Presiden, pejabat demikian itu dapat dikatakan telah memenuhi syarat
derajat minimal kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience)
untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan yang dipilih dalam pemilihan
umum, di samping syarat berusia 40 (empat puluh) tahun;



11.

12.

Bahwa andaipun seseorang belum berusia 40 tahun namun telah memiliki pengalaman
sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu (anggota DPR, anggota DPD, anggota
DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota), tidak serta-merta seseorang tersebut menjadi
Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebab, masih terdapat dua syarat konstitusional yang
harus dilalui yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik [vide Pasal
6A ayat (2) UUD 1945], dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat [vide Pasal 6A ayat
(1) UUD 1945]. Sehingga, meskipun seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai
pejabat negara namun tidak diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon Presiden
dan/atau Wakil Presiden. Selanjutnya, seandainya seseorang diusung atau diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus
melewati syarat konstitusional berikutnya yaitu Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang
menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung
oleh rakyat. Oleh karena itu, terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia
minimal 40 (empat puluh) tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil
Presiden. Sedangkan, bagi bakal calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diajukan
sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang memiliki pengalaman pernah atau
sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu in casu anggota
DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, atau Walikota, namun tidak
termasuk pejabat yang ditunjuk (appointed officials), seperti penjabat atau pelaksana tugas
dan sejenisnya. Bagi pejabat “appointed officials” semata, dapat diajukan menjadi calon
Presiden dan Wakil Presiden melalui pintu masuk yaitu berusia 40 tahun. Menurut
Mahkamah, meskipun terdapat syarat alternatif berupa pengalaman pernah atau sedang
menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu (elected officials) bagi calon
Presiden dan Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 tahun, syarat tersebut tidak akan
merugikan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia 40 tahun ke atas. Karena,
syarat usia dalam kandidasi Presiden dan Wakil Presiden harus didasarkan pada prinsip
memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish
restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, penting
bagi Mahkamah untuk memastikan kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa
terhalangi oleh syarat usia 40 (empat puluh) tahun semata. Oleh karena itu, terdapat dua
“pintu masuk” dari segi syarat usia pada norma Pasal 169 huruf g UU 7/2017, yaitu berusia
40 tahun atau pernah/sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu. Pemenuhan
terhadap salah satu dari dua syarat tersebut adalah valid dan konstitusional. Syahdan, "idu
geni" istilah yang acapkali disematkan pada putusan Mahkamah telah ditorehkan
sebagaimana termaktub dalam amar dan pertimbangan hukum putusan ini. Artinya, melalui
putusan a quo Mahkamah sejatinya hendak menyatakan bahwa dalam perkara a quo yakni
dalam kaitannya dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, prinsip memberi kesempatan
dan menghilangkan pembatasan harus diterapkan dengan jalan membuka ruang kontestasi
yang lebih luas, adil, rasional, dan akuntabel kepada putera-puteri terbaik bangsa, termasuk
generasi milenial sekaligus memberi bobot kepastian hukum yang adil dalam bingkai
konstitusi yang hidup (living constitution). Dengan demikian, apabila salah satu dari dua
syarat tersebut terpenuhi, maka seorang Warga Negara Indonesia harus dipandang
memenuhi syarat usia untuk diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden;

Bahwa berkenaan dengan petitum Pemohon yang pada pokoknya meminta Mahkamah
untuk memberikan pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 ‘.. atau
berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”.
Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai meskipun serangkaian pertimbangan hukum
Mahkamah di atas berkesesuaian dan dapat menjawab isu yang dikemukakan Pemohon,
namun pemaknaan yang tepat untuk mewujudkan pokok pertimbangan hukum tersebut
tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan mengikuti rumusan pemaknaan yang
dikehendaki oleh Pemohon. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan petitum Pemohon
pada petitum pilihan/pengganti yaitu “ex aequo et bono” yang tertera dalam petitum
permohonan Pemohon, serta demi memenuhi kepastian hukum yang adil, maka menurut
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Mahkamah pemaknaan yang tepat untuk rumusan norma a quo adalah berusia paling
rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui
pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, oleh karena jabatan
kepala daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota saat ini paradigmanya
adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga selengkapnya norma a quo
berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki
jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Lebih
lanjut, ketentuan Pasal 169 huruf g UU 7/2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan a
quo berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan
seterusnya. Hal ini penting ditegaskan Mahkamah agar tidak timbul keraguan mengenai
penerapan Pasal a quo dalam menentukan syarat keterpenuhan usia minimal calon
Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana rumusan dalam amar putusan a quo. Oleh
karena itu, terhadap pemaknaan norma Pasal 169 huruf g UU 7/2017, penting bagi
Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam hal terdapat dua putusan yang menyangkut
isu konstitusionalitas yang sama namun karena petitum yang tidak sama dalam beberapa
putusan sebelumnya dengan perkara a quo sehingga berdampak pada amar putusan yang
tidak sama, maka yang berlaku adalah putusan yang terbaru. Artinya, putusan a quo serta-
merta mengesampingkan putusan sebelumnya. lhwal pemahaman ini sejalan dengan asas
lex posterior derogat legi priori. Dengan demikian, tafsir konstitusional dalam putusan a quo
mengesampingkan putusan yang dibacakan sebelumnya dalam isu konstitusional yang
sama, dan putusan a quo selanjutnya menjadi landasan konstitusional baru terhadap norma
Pasal 169 huruf g UU 7/2017 yang berlaku sejak putusan ini selesai diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum (vide Pasal 47 UU MK).

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata norma Pasal
169 huruf g UU 7/2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu,
menurut Mahkamah, norma Pasal 169 huruf g UU 7/2017 haruslah dinyatakan inkonstitusional
bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan a
guo. Dengan demikian, pemaknaan Mahkamah tersebut tidak sepenuhnya mengabulkan
permohonan Pemohon secara keseluruhan, sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan
menurut hukum untuk sebagian.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 169 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling
rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau
pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan
kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun
atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk
pemilihan kepala daerah”;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.

Alasan Berbeda (Concurring Opinion) dan Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)

Bahwa Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat alasan berbeda (concurring opinion)
dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim
Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, serta terdapat pula pendapat berbeda (dissenting opinion)
dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim
Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo yang
menyatakan sebagai berikut:



Alasan berbeda (concurring opinion) dari Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih

Dengan demikian, saya memiliki alasan berbeda dalam mengabulkan sebagian dari petitum
Pemohon yakni “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman
sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang”.

Alasan berbeda (concurring opinion) dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat
Pasal 169 huruf g UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling
rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat
provinsi”.

PENDAPAT BERDEDA (DISSENTING OPINION)
Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams

Bahwa berdasarkan beberapa uraian argumentasi tersebut di atas, saya berpendapat
Mahkamah seharusnya menolak Permohonan Pemohon.

Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra

Berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah seringkali memberikan pertimbangan opened legal
policy terhadap permasalahan yang tidak diatur secara eksplisit di dalam konstitusi, sehingga
sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya, dan bukan
diputuskan sendiri oleh Mahkamah. Oleh karenanya, Mahkamah sudah seharusnya berpegang
teguh pada pendekatan ini dan tidak seakan-akan memilah-milih mana yang dapat dijadikan
opened legal policy dan memutuskannya tanpa argumentasi dan legal reasoning yang jelas serta
berubah-ubah. Jika hal demikian terjadi maka penentuan opened legal policy oleh Mahkamah
seperti menjadi cherry-picking jurisprudence, sebagaimana terlihat dari ketidakkonsistenan
pendapat sebagian Hakim yang berubah seketika dalam menjawab pokok permasalahan dalam
beberapa permohonan yang serupa seperti diuraikan di atas. Dalam permohonan a quo,
Mahkamah juga sudah seharusnya menerapkan judicial restraint dengan menahan diri untuk
tidak masuk dalam kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan persyaratan
batas usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden. Hal ini sangat diperlukan untuk
menjaga keseimbangan dan penghormatan kepada pembentuk undang-undang dalam konteks
pemisahan kekuasaan negara (separation of powers).

Lebih lanjut, pembentuk undang-undang secara eksplisit menyampaikan dan memiliki
keinginan yang serupa dengan para Pemohon, sehingga perubahan ataupun penambahan
terhadap persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden tersebut sudah selayaknya
dilakukan melalui mekanisme legislative review dengan cara merevisi Undang-Undang yang
dimohonkan oleh para Pemohon, bukan justru melempar “bola panas” ini kepada Mahkamah.
Sayangnya, hal yang sederhana dan sudah terlihat dengan jelas sifat opened legal policy-nya
ini, justru diambil alih dan dijadikan “beban politik” Mahkamah untuk memutusnya. Jika
pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat sangat
sangat cemas dan khawatir Mahkamah justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran
politik dalam memutus berbagai political questions yang pada akhirnya akan meruntuhkan
kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Mahkamah. Quo vadis Mahkamah Konstitusi?

Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat

Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang mengabulkan
penarikan permohonan a quo dengan alasan Pemohon tidak sungguh-sungguh dan profesional
dalam mengajukan permohonan dan dapat diduga malah mempermainkan kewibawaan dan
marwah Mahkamah. Oleh karena itu menjadi kewajiban hakim konstitusi untuk memberikan
edukasi kepada masyarakat pencari keadilan (justice seeker) agar bersikap teliti, cermat dan
bersungguh-sungguh serta tidak menganggap sepele persoalan ini, sehingga perkara serupa
tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Dengan demikian, sebagai konsekuensi hukum dari
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penarikan perkara maka Pemohon tidak dapat melakukan pembatalan pencabutan perkara a
guo dan perkara yang telah dicabut atau ditarik tidak dapat diajukan kembali.

Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berpendapat
terhadap permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi seharusnya juga tidak memberikan
kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dan oleh karenanya tidak ada relevansinya
untuk mempertimbangkan pokok permohonan, sehingga dalam amar putusan a quo
“menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”.
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